
BUPATI PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR 2 TAHUN 

TENTANG 

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PRINGSEWU, 

Menimbang : a. bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan 
strategis dalam penyediaan lapangan kerja, 
meningkatkan perekonomian masyarakat, dan 
memajukan pembangunan dalam rangka mencapai 
kesejahteraan umum; 

b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab 
dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi 
kreatif di Kabupaten Pringsewu secara terencana, 
terarah, dan terkoordinasi untuk mencapai hasil 
yang maksimal sehingga mampu memberikan 
kontribusi bagi perekonomian daerah dan 
meningkatkan daya saing global guna tercapainya 
tujuan pembangunan berkelanjutan; 

c. bahwa Kabupaten Pringsewu belum memiliki 
peraturan daerah yang memberikan kepastian 
hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka 
pengembangan ekonomi kreatif, 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pringsewu tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4966); 

Undang-lindang, Nomor 25 Tahun 2009 tentang, 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik 
Inclonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5067); 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Nea'i n -,tpc Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan 
Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5492); 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
ndonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tamba han 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5512); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Incionesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
1-Ink Cipla (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5599); 

11 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5922)-



12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5953); 

13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 212, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6414); 

14 Peraturan 
tentang 
I ndonesia 
Lembaran 
3718); 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 
Kemitraan (Lembar Negara Republik 
Tahun 1997 Nornor 91 , Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 

1 .5 Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Pelaksanaan Undang-tindang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keeil dan 
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2()13 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 

16 Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2017 
tent ang Pembinaan dan Pengilwasan 
Penyelengaman Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lernbaran Negara Non-ior 6041); 

17 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang 
Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
222); 

18. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Hadan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Perat uran Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139); 

Dengan Persetujuan Bersarna 

DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERALI KABUPATEN PRINGSEWU 

Dan 

BUPATI PRINGSEWU 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN 

EKONOMI KREATIF. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksuci 
dengan: 

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pcmerintah Dacrah adalah Bupaii sebagai 
unsur penyclenggara pemerintahan daerah 
vang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

3 Bupati adalah Bupati Pringsewu. 

4. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai 
tambah dari kekavaan intelektual vang 
bersumber dari kreativitas manusia vang 
berbasis warisan budava, ilmu pengetahuan, 
dan/atau teknologi. 

5. Pelaku Ekonorni Kreatif adalah oranCT 
perseorangan atau kelompok orang warga 
negara Indonesia atau badan usaha berbadan 
hukum atau bukan berbadan hukum vang 
didirikan berdasarkan hukum Indonesia vang 
melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. 

6. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah 
keterhubungan sistem vang mendukung rantai 
nilai Ekonomi Kreatif, vaitu kreasi, produksi, 
distribusi, konsumsi, dan konservasi, vang 
dilakukan olch Pelaku Ekonomi Kreatif untuk 
memberikan nilai tambah pada produknya 
sehingga berdava saing tinggi, mudah diakses, 
dan terlindungi seeara hukum. 

7. Pengembangan E'konorni Kreatif adalah upaya-
upava ang dilakukan olch Pemerintah Daerah, 
dunia usaha dan masyarakat, dalarn bentuk 
r ncpta iklim usaha, Pernbinaan dan 
pengembangan Industri Kreatif schingga 
mampu turn buh dan berkem bang menjadi 
usaha vang ta.ngguh dan mandiri. 



8. Industri Kreatif adalah industri vang berasal 
dari pernanfaatan kreativitas, keterampilan 
serta bakat individu daniatau kefompok 
masvarakat untuk menciptakan kesejahteraan 
serta lapangan pekerjaan rnclalui pencipman 
dan pemanfaman dava kreasi dan daya cipta 
individu danlatau kelompok masyarakat 
tersebut. 

9. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha 
vang berada datam kegiatan Ekonomi Kreatif 
vang memiliki keterkaitan satu sama lain dan 
kepentingan vang sama. 

10 Pengawasan adalah kegratan memperhatikan 
dan mengawasi mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, scrta pelaksanaan 
Pengernbangan Ekonomi Kreatif. 

11 Pernbinaan adalah upava vang dilakukan oleh 
pemerintah, dunia usaha dan rnasyarakat 
melalui pemberian bimbingan dan bantuan 

dan 
Usaha 

perkuatan unt uk menumbuhkan 
mcningkatkan kemampuan Pelaku 
Kreat 

Bagian liectua 
Asas dan Tujuan 

Pasal 2 

Pengernbangan 13konomi Kreatif di Daerah 
berasaskan: 
a. kekeluargaan 

demokrasi ek( -romi; 

kebersan-raan, 

efisiensi berkeadilan; 

berkelanjutan; 

bervvawasan lingkungan; 

kemandirian; 

keseimbangan kemajuan; clan 

kesatuan ekonomi nasional. 

Pasal 3 

(I) Pengembangan Ekonorni Kreatif bertujuark 
a. men ingkat kan partisipasi masvarakat dan 

dunia usaha untuk mengembangkan 
Ekonomi Kreatif; 

b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan 
pangsa pasar dari Industri Kreatif; 



c. rneningkatkan akses terhadap sumber dava 
produktif; 

d. meningkatkan akses permodalan; 

e. meningkatkan jiwa kreativims; 

f. meningkatkan kemitraan dan daringan 
Usaha Kreatif; 

g. meningkatkan peran Industri Kreatif sebagai 
pelaku Ekonomi Kreatif vang tangguh, 
profcsional dan mandiri sebagai basis 
pengembangan ekonomi kerakyatan vang 
berturnpu pada mekanisme pasar vang 
berkeadilan, berbasis pada sumber claya alam 
serta sumber daya manusia vang kreatif, 
produktif, mandiri, maju, berdava saing, 
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 
dan 

h. memberikan perlindungan terhadap Usaha 
Industri Kreatif vang berbasis 

(2) Pengaturan Pengembangan Ekonomi Kreatif 
bertujuan: 
a. memberikan dasar hukum Pengembatigan 

Ekonomi Kreatif dalam rangka mencapai 
perlindungan vang efektif dan efisien 
berdasarkan kepastian hukum dan keadilan; 

b mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif 
vang sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan 
inovasi masvarakat berbasis kebudavaan 
Daerah, 

c. mendorong terbentuknva kelembagaan 
Ekonorni Kreatif Daerah untuk melavani 
kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif; 

d. membuka lapangan keria baru dan 
meningkatkan iklim Ekonomi Kreatif yang 
kondusif dan memiliki daya saing; 

e. mensejahterakan masvarakat 
meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan i 

f. meningkatkan partisipasi masvarakat dan 
Pelaku Ekonomi Kractif cialam 
Pengem banga n Ekonorni Kreatif. 

BAB II 
SEKTOR INDUSTRI KREATIF 

Pasal 4 

(1) Pengembangan ekosistern usaha di bidang 
Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor 
dan tidak terbatus pada, yaitu: 



a aplikasi dan game deueloper, 

b arsitekt ur; 

c. desain interion 

d. desain komunikasi visual; 

c. desain produk; 

f. fashion; 

g. film, animasi dan deo; 

h. fotografi; 

i. kriva; 

j. kuliner; 

k. musik; 

1. penerbnan; 

m. periklanan; 

n. seni pertunjukan; 

o. seni rupa; cian 

p. telivisi dan racho 

(2) Subsektor Industri Krcatif vang dikembangkan 
menurut Peraturan Daerah ini adalah Industri 
Krcatif vang termasuk dalam hida ng usaha 
mikro, kecil dan menengab. 

BAI3 111 
PELAKU EKONOMI KREATIE 

Pasal 5 

Setiap Pelaku Ekonomi Krcatif berhak memperoleh 
clukungan ciari Perncrintah Dacrah rnelalui 
pcngembangan Ekosistern Ekonomi Kreanh 

Pasal 6 

Pelaku Ekonomi Krcatif terdiri atas: 
a. pelaku krcasi; dan 

b. pengelola kekavaan intelektual. 

Pasal 7 

(I) Pemerintah Daerah mclakukan pengembangan 
kapasitas Pclaku Ekonorni Krcatif melalut: 

a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan 
pendampingan untuk meningkatkan 
kemampuan teknis dan manajerial Pclaku 
Ekonomi Krcatif; 

b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi 
perkembangan teknologi di dunia usaha; dan 

c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi 
bidang Ekonomi Krcatif. 



(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi 
pengembangan standar usaha nasional bertaraf 
glonal sehingga dapat meningkatkan daya saing 
usaha kreatif lokal seeara nasional clan 
internasional. 

(3) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi 
Krcatif sebagannamt dimaksud pada avat (1) 
dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan 
bckerjasama dengan perguruan tinggi dan durna 
usaha. 

Pasal 8 

Pcngembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
dilaksanakan scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

I3A13 IV 
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF 

F3agian Kesatu 
Umum 

Pasal 

Pemerintah Daerah bertangg-Lmg jawab dalam 
mengembangkan Ekosistem Ekonorni Kreatif. 

Pasal 10 

Pcngembangan Ekosistem Ekononii Kreatif 
dilakukan 

a. pengcnibangan riset; 

b. pengembangan pendidikan; 

c. fasilitasi pcndanaan dan pembiavaan; 

d. pcnycchaan infrastruktur; 

e. pengembangan sistem pemasaran; 

f. pemberian insentif;clan 

g. pelindungan hasil kreativitas. 

F3agian Kedua 
Pengembangan Riset 

Pasal 1 1 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap 
pengembangan riset Ekonomi Kreatif. 



(2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud 
pada avat (1) dapat dilakukan olch lembaga 
penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, 
clanjatau masvarakat.. 

(3) Hasil pengembangon riset sebagaimana 
dimaksud pada avat (2) digunakan sebagai 
pembuatan kehijakan Daerah di bidang Ekonomi 
Kreatif, 

Bagian Ketiga 
Pengembangan Pendiclikan 

Pasal 12 

Sistem pengembangan pendiclikan Ekonomi Kreatif 
disusun untuk menciptakan dan meningkatkan 
kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu 
bersaing cialam skala global 

Pasal 13 

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan 
di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan 
berdasarkan ststem pendidikan nasional melalui: 
a. intrakurikuler, kokurikuler, atmj 

ekstrakurikuler dalam _talur pendidikan Ibrmal; 
dan 

b. intrakurikuler dan koku kuler dalarn jalur 
pendidikan nonformal. 

Bagian Keempat 
Fasilitasi Pendanaan dan Pembia tan 

Pasal 14 

(1) Penclanaan dan pembiayaan kegiatan Ekonomi 
Kreatif dapat bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja clacrah; danjatau 
sumber tainnya yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembiayatm yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 
dimaksud pada avat (1) disalurkan melalui 
lembaga keuangan bank dan nonbank. 

(3) PembiaNaan vang bersurnber dari sumber 
lainnya vang sah sehagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ticiak mengikat dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-unclangan 



Pasal 15 

(1) Aspek Fasilitasi Pembiavaan ditujukan untuk: 
a. memperluas sumber pendanaan dan 

rnemfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat 
mengakses kredit perbankan dan lembaga 
keuangan bukan bank; 

b. memperbanyak lembaga pembiavaan dan 
mem perlua s jaringannya seh ingga dapat 
diakses oleh Industri Kreatif; 

c. membcrikan kernudahan dalam memperoleh 
pendantian seeara cepat, tepat, murah, dan 
tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai 
dengan ketentlian peraturan perundang-
undangan; dan 

cl. membantu Industri Kreatif unt uk 
mendapatkan pernbiavaan dan jasa/produk 
kettangan lainnya yang disediakan oleh 
perbankan dan lembaga keuangan bukan 
bank, baik yang menggunakan sistern 
konvensional maupun sistem syariah dengan 
agunan vang diatur oleh pemcrintah provinsi. 

(2) Pcmerintah Dacrah dapat mengembangkan 
sumber pembiavaan alternatir di luar 
mekanisme lembaga pembiavaan. 

Pasal 16 

(1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, 
Pemerintah Daerah dapat membentuk F3adan 
Lavanan Umum Daerah. 

(2) Pembentukan Badan Layanan Umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuun 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kelima 
Penvediaan Infrastruktur 

Pasal 17 

Pernerintah Daerah mendorong tersedianya 
infrastruktur Ekonomi Kreatif yang mernadai untuk 
Ekonornt Kreatif. 

Pasal 18 

Infrastruktur t;konomi Kreatif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas 

a. infrastruktur fisik; dan 



b. infrastruktur teknologl informasi dan 
komunikasi. 

Pasal 

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi 
penvediaan Pusat Kreasi sebagai sarana 
penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif. 

(2) Pusat Kreasi sebugaimana dimaksud pacia avat 
(I) dapat mernadi sarana bagi segala kegiatan 
para Pelaku Ekonomi Kreatif. 

(3) Kegiatan yang dapat chlakukan dalam Pusat 
Kreasi antara 

a. peningkatan keterampilan dan manakernen 
Ekonomi Kreatif; 

b. peningkatan kegiatan dan kreatifitas; 

c. peningkatan dan perluasan jaringan 
kerjasama para Pelaku Ekonomi Kreatif; 

d. penyediaan informasi; 

e. 
r. 
g. 

pelaksanaan sosialisasi; 

pemberian bimbingan teknis; 

pembertan bantuan konsultasi clan fasilitasi 
perlindungan Kekavaan Intelektual; 

h. pemberian bimbingan cla1am aspek 
pendokumentasian produk Ekonorni Kreatif; 

i. pcngembangan konten;dan/atau 

pendampingan model usaha bagi pengusaha 
pemula Ekonomi Kreatif. 

Pasal 20 

Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 harus memperbatikan kondisi, diantaranva: 

a. Pusat Kreasi menggunakan ketersediaan sarana 
dan prasarana yang telah ada; 

b. menyesuaikan kelengkapan sarana dan 
prasarana dengan kebutuhan fungsi Pusat 
Kreasi terutama penyediaan sarana teknologi, 
informasi dan komunikasi. 

Bagian Keenam 
Pengembangan Sistem Pernas ran 

Pasal 21 

Pcmcrintah Daerah mernfasilitasi pengembangan 
sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis 
kekayaan intelektual. 



Pasal 22 

(1) Senap Pelaku Ekonomi Kreatif danlatau pelaku 
Industri Kreatir memiliki kesempatan untuk 
berpartisipasi cialam kegiatan promosi berskala 
nasional maupun internasional. 

(2) Pemerintali Daerah dalam menurijang promosi 
atas produk Ekonomi Kreatif melakukan 
peningkatan sinergi dan koordinasi antar pelaku 
Ekonomi Kreatif secara terukur. 

(3) Sinergi dan koord nasi sebagaimana dimaksud 
pada avat (2) dilakukan antar lembaga 
pendidikan, pengusaha Ekonomi Kreatif, 
komunitas, Pemerintah Daerah, dan antar 
Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembang,an 
Ekonomi Kreatif. 

Pasal 23 

(1) Pemerintali. Daerah mempromosikan dan 
memfasilitasi produk Ekonomi Kreatif kepada 
masyarakat dan inclustri pada tempal daniatau 
kegiatan: 

pameran, pergelaran, pertunjukan danlatau 
festival hertaraf nasional maupun 
internasiomil; 

b. destinasi wisata, usana ,jasa makanan dan 
minuman, hotel, dan ruang-ruang publik; 
dan 

c. pusat perbelanjaan modern dengan 
menyediakan ruang untuk memamerkan dan 
melakukan kolaborasi pemasaran hasil 
produk Ekonomi Kreatif. 

(2) Selain bentuk promosi sebagaimana dimaksud 
pada avat ( 1), Pernerintah Daerah dapat 
melakukan promosi menggunakan media eetak, 
elektronik dan digital melalui liputan dan 
program siarannva. 

F3agian Ketujuh 
Pemberian Insentif 

Pasal 24 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif 
kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. 

(2) Insentif sehagaimana dimaksud pada ava 
berupa: 

(1) 



a. fiskal; dan/ atatt 

b. nonfiskal. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksucl pada ayat 
(2) huruf a dapat herupa hibah, dan insentif 
nonfiskal sebagaimana climaksud pada ayat (2) 
huruf b ciapat berupa penghargaan daniatau 
kernudahan perizinan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme 
pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada 
avat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Kedelapan 
Perlindungan Hasil Rrcai ifitas 

Pasal 25 

Pemerintah Daerah mulindungi hasil kreativitas 
Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa Kekayaan 
Intelektual. 

Pasal 26 

(I.) Pernerintah Daerah memfasilitasi peneatatan 
atas hak cipm dan hak terkait serta pendaftaran 
hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi 
Kreatif. 

(2) Pernerintah Daeralt memfasilitasi pemanfaman 
kekavaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi 
Kreatif. 

Pasal 27 

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan 
fasilitasi pengurusan atas hak Kekayaan 
Intelektuan sehagai hasil usaha kreatif vang 
dilakukan oleb inclivjdu atau masvarakat sesuai 
deno:an ketentuan peraturan perunciang-
undangan vang berlaku. 

(2) Bantuan fasilitasi sebagarmana dimaksud pada 
avat (2) dapat berupa: 

a. konsultasi mengenai aspek-aspek hukum hak 
Kekayaan Intelektual; 

b. pedaftaran hak Kekayaan Intelektual vang 
clihasilkan dari usaha kreatif,clan/atau 

c. perlinclungan hak Kekayaan Intelektual yang 
dihasilkan dari usaha kreatif dari 
pclanggaran vang dapat merugikan industri 
kreatif. 



BAB 
KE,LEMBAGAAN 

Pasal 28 

(1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif, 
Pernerintah Daerah dapat membentuk lembaga 
vang bersitat non struktural. 

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada avat. (1) 
berfungsi: 

a. memix.nrcan pert imbangan kepada 
Pemerintah Daerah dalam pcnvusunan 
kebijakan Pengembangan Ekonomi Krcatif; 

b. rnendorong terbentuknva kornunitas Pelaku 
Ekonomi Krcatif; dan 

c. membangun sinergi antara Pclaku Ekonomi 
Kreatif dengan instansi pemerintah dalam 
Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah. 

(3) Lembagn sebagaimana dimaksud J)ada ayat (1) 
bertugas: 

a. melakukan penclitian di bidang 
Pengembangan Ekonomi Kreatif; 

b. menjalin kerjasama dengan instansi 
pemerintah;dan 

c. bersama Pemerintah Daerah melaksanakan 
peningkatan sumbor dava manusia Ekonorni 
Kreatif di Dacrah. 

(4) Lembaga scbagairnana dimaksud pada avar (1) 
terdiri atas unsur: 
a. pcmcrintah dacrah; 

b. akademisi; 

c. pelaku Ekonorm Kreatif; 

d. pengusaha Ekonomi Kreatir;dan 

e. praktisi media. 

(5) Keanggotaan lc mbaga sebagaimana dimaksud 
pada avat (1) ditetapkan dengan Keputusrui 
Bupati. 

(6) Ketcrituan lebin lanjut mengenai pembentukan 
lembaga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dungan Peraturan Bupati. 



13AIR VI 
I lAli DAN KEWA,1113AN 

PEIAICU EKONOMI liREATIF 

Pasal 29 

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak: 

a. berkar-va, berkreasi dan bertnovasi pada sektor 
Ekonomi Kreatif; 

b. memperolth kesempatan vang sama untuk 
menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan 
Ekonomi kreatif; 

e. mendapat kan perlindungan hukum dalam 
kegiatan usaha; dan 

d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas 
dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan 
Ekonomi Kreatif. 

Pasal 30 

Se lap Pelaku Ekonomi kreatif 

a. memberikan data diri dan procluk ekonomi 
kreatiffiva kedalam sistem informasi Ekonomi 
Kreatif Daerah; dan 

b. menjunjung tinggi agama, kesusilaan, 
etika, moral. dan budava bangsa dalam 
pelaksanaan kegiatan Ekonomi kreatlif. 

BAB VII 
PERENCANAAN DAN PENDATAAN 

I3agian kesatu 
Pereneanaan 

Pasal 31 

(1.) Pemerintah Daerah menyusun rencana 
pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan 
Rencana Induk Ekonomi Kreatif sesuni 
kewenangan berdasarkan peraturan perundang 
undangan. 

(2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sehagaimana 
dimaksud pada avat (1) diintegrasikan ke dalarn 
dokumen perencanaan pembangnnan daernh. 



Pasal 32 

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif 
disusun berdasarkan: 

a. pendataan, dan pemetaan daya dukung dan 
potensi sumber daya Ekonomi Kreatif yang ada 
di Daerah: 

b. perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi jseni; 

c. kebut uhan pengembangan sarana dan 
prasarana Ekonomi Kreatif; dan 

d. kelayakan teknis, kelavakan ekonomi, sert 
kesesuaian clengan idcntitas dan kearifan 

Bagian Kectua 
Pendataan 

Pasal 33 

(1) Perangkat Daerah vang membidangi Ekonorni 
Kreatif menvusnn statistik Ekonomi Kreatif dan 
sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah vang 
meliputi jenis kegiatan Ekonomi Kreatir. 

(2) ,Ienis kegialan Ekonomi Kreatif sebagaimana 
dimaksucl pada LIVaL (1) terdiri atas Ekonomi 
vang berbasis: 

a. budava; 

b. seni; 

c. media dan teknologi; dan 

d. kreasi fungsional/desain. 

I3AB VIII 
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI 

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Pasal 34 

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif 
dilakukan olch Pemerintah Daerah, lembaga 
pendiclikan, masvarakat dan dunia usaha, maupun 
pelaku inciustri kepariwisaman. 



Pasal 35 

Pengembangan Ekonomi Krcatif yang dilakukan 
oleh Pernerintah Daerah, secara operasional 
dilaksanakan olch Perangkat Daerah yang 
membidangl. 

Pasal 

Dalam hal Pengembangan Ekonomi kreatif-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, 
Pernerintah Daerah menvediakan dana melalui 
anggaran pendapatan belanja dacrah pada 
setinp tahan anggaran. 

(2) Pelaku usaha besar mcnvediakan pernbiayarm 
berdasarkan penvisiban bagian laba tahunan 
yang dialokasikan bagi Pengembangan Ekonomi 
Kreatif dalarn bentuk pemberian pinjaman, 
penjaminan, pembiavaan lainnya serta hibah. 

Bagian Kedua 
Koordinasi Pengembangan Ekonotni Kreatif 

Pasal 37 

(1) Koordinasi Pcngembangan Ekonomi Kreatif 
dalam bentuk: 

a. perencanaan; 

b. pela ksamian 

c. pengawasan: dan 

d. monitoring dan evaluasi. 

(2) Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur iebih lanjut 
dengan Perawran 

BAB IX 
KERIA SAMA 

Pasal 38 

(1) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif, 
Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan 
lernbaga pendidikan, dunia usaha, dunia 
industri, jejaring komunitas, danlatau media. 

(2) Pemermtall Daerah dapat medorong dan 
mcmfasilitasi 



kerjasama dan jejanng inclustri kreatif 
dengan industri lainnva untuk menciptakan 
riilai tambah pada produk Ekonorrn Kreatif; 
dan/atau 

b akses kepada industn penvedia bahan baku. 
sumber dava budaya, serta pelaku ykonorni 
berkualitas dan kompetitt f. 

I3A13 X 
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAFIA 

Bagian Kesatu 
kernitraan 

Pasal Rt) 

Industri kre]atif dapat melakukan kerjasama usaha 
dengan pihak lain datam bentuk kernitraan 
berdasarkan prinsip saling membutunkan, saling 
memperkuat, saling mengumungkan dan tidak 
merugikan pihak lainnya. 

Pasal 40 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Industri lircat.4 
untuk rnelalcukan kernitraan dalam berbagai 

bentuk bidang usaha. 

(2) Dunia usaha dan Masvarakat memberikan 

kesempatan vang seluasluasnya kepada Industri 
Kreatif untuk melakukan kernitraan dalarn 

berbagai bentuk bidang usaha. 

(3) Ketentuan mengenai tata eara mernrasilitasi 

Industri kreatif sebagaimana climaksud pada 
avat (1) diatur dalarn Peraturan Bupat.i . 

Pasal 41 

kemitraan scbagaimana yang dimaksud dalarn 

Pasal 39 dapat dilakukan dengan pola : 

a. inti plasma, 

b sub kontrak; 

c waralaba; 

d perdagangan umum; 

e distribusi dan keagenan; 

f. pemagangan; dan / atau 



bentuk-bentuk kernitraan lain, seperti bagi 
hasil, kerjasama operasional, usaha patungan 
(joint uenture), penyebarluasan (outsourcing), 
konsinvasi, makloon, dan anak angkat. 

Bagian Kedua 
,Iaringan Usaha 

Pasal 42 

(1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreat if dapat 
membentuk jaringan usaha. 

( 2) ,Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pacla 
ayat (1), meliputi bidang usaha vang mencakup 
biciang-bidang yang disepakati olch kedua pihak 
dan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, ketertiban umum dan 
kesusilaan. 

BAI3 XI 
SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF 

Pasal 43 

Sistem informasi pengembangan ekonomi kreatif 
ciilakukan dalam bentuk akuntabilitas publik vang 
dapat dilakukan seeara manual dan digitatisasi. 

Pasal 44 

(1) Pernerintah Daerah dapat membentuk sistem 
informasi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi 
dengan sistem inforrnasi Daerah. 

( 2 ) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meneakup: 

a informasi kompelensi dan persebaran 
pclaku Ekonomi Kreatif; 

b informasi produk dan persebaran 
pengusaha Ekonomi Kreatif; 

c. informasi penilaian kelavakan usaha 
Industri Ereatif; dan 

d. bimbingan dan bantuan berkaitan ciengan 
kelengkapan dokurnen bagi 

industri kreatif yang akan memulai usaha. 



BAR XII 
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 45 

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan, 
monitoring dan evalua.si terhadap pelaksanatm 
program Pengembangan Ekonomi Kreatif. 

(2) PengawaS211, monitoring dan evaluasi 
sebagatmana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dalam bentuk: 

a. kunjungan lapangan; 

h. evaluasi pelaksanaan kegiatan usah dan 

c. pelaporan hasil. 

(3) Pengawasan„ monitoring dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
oleh perangkat dacrah. 

(4) Pengav,asan, rnonitoring dan evaluasi 
schagaimana dimaksud pada avat (3) dilakukan 
I (satu) ktili cialarn 1 (satu) tahun. 

(5) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi 
sebagnimana dimaksucl pada avat (3) dilaporkan 
kepada Bupati. 

BAR XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa sal 46 

Pacla saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 
semua aturan vang mengatur mengenai Ekonomi 
Kreatif dinvatakan masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan ketent uan dalam 
Perat Ura 11 Daerah 

Pasal 47 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini 
harus ciitetapkan paling lama I (satu) taltun 
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 



Pasal 48 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu. 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal 4 

BUPATI PRINGSEWU, 

RIY 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal - 

MUNGKAS 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

M. ANDI PURWANTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2 NOMOR 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

hp
Typewritten text
dto

RIYANTO PAMUNGKAS

hp
Typewritten text
dto

M. ANDI PURWANTO



PENLIELASAN 
ATAS 

RANC:ANGAN 
PERATURAN DAERAH KARUPATEN PRINGSEWU 

NOMOR TAHLJN 
TENTANG 

PENGE,MBANGAN EKONOMI KREATIF 

1. UMUM 

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan 
frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pernbangunan 
ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonorni, pemerintah 
mempriroritaskan salah satu sektor ekonomi baru untuk dikembangkan, vaitu 
ekonomi kreatif. 

Dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif secara 
nasional, upaya pengembangan ekonomi kreatif juga harus dimulai di daerah. 
Pengembangan ekonomi kreatif di daerah sejatinya memiliki arti dan peran 
penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum Hal ini dapat dicapai 
dengan pengembangan ekonomi kreatif vang akan memiliki dampak dalam 
penvediaan lapangan kerja, peningkatkan ymekonomian masvarakat, dan 
pemajuan pembangunan daerah dalam berbagai sektor. 

Ekonomi kreatif sejatinva merupakan sektor ekonomi vang 
mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia vang berbasis 
kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Oleh karena itu, pengembangan ekonomi kreatif vang bertumpu pada 
pengembangan sumber daya manusia. harus dilaksanakan secara terencana, 
terarah, dan terkoordinasi. 

Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami 
bcberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, 
infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas 
di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan 
Ekonomi Kreatif secara komprehensif vang berdasarkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan f3hinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan 
dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat., keachlan, 
berkelanjutan, dan identitas bangsa. 

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini tidak dapat dilcpaskan dari 
latar belakang pembentukannya, yaitu memberikan dasar hukum 
Pengembangan Ekonorni Kreatif, mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan clan teknologi, membuka 
lapangan kerja baru vang nantinya dapat meningkatkan perkembangan 
Ekonomi Kreatif dan mewujudkan kescjahteraan masvarakat, serta 
meningkatkan pariisipasi masvarakat dan pelaku usaha dalam Pengembangan 
Ekonomi Kreatif. 

11. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas 



Pasal 2 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah asas yang 
melandasi upaya perlindungan dan Pengembangan Ekonomi 
Kreatif sebagai bagian dari perekonomian nasional vang 
disclenggarakan berdasar tttas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakvat Indonesia. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan asas demokrasi ekonomi adalah aSELS 
bahwa pelaksanaan perlindungan dan Pengernbangan Ekonomi 
Kreatif diselenggarakan sebagni kcsatuan dari pembangunan 
ekonomi nasional vang melibmkan SCITILM unsur masvarakat 
untuk rnewujudkan kemakmuran rakvat. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas vang 
mendorong peran seluruh pelaku usaha yang berbasis Ekonomi 
Kreatif dan sektor dunia usaha vang iain sceara bersama-sama 
dalam kegiatannva untuk rnewujudkan kesejahleman rakvat. 

Ihtruf d 
Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas 
vang mcndasari pelaksanaan perlindungan dan Pengembangan 
Ekonomi Kreatif dengan mengedepankan proses efisiensi 
berkcadilan sebagai upava untuk mewujudkan iklim usaha vang 
adil, kondusif, dan berdaya saing. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan merupakan asas yang 
secara tereneana mengupayakan berjalannya proses pembangunan 
melalui perlinclungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif vang 
dilakukan sceara berkesinambungan schingga terbent uk 
perckonomian yang tangguh dan mandiri. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas 
perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif vang chlakukan 
dengan tetap memperhatikan dan tnengutamakan perlindungan, 
pelestarian dan perneliharaan lingkungan hidup. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan asas kcmandirian adalah asas 
perlindungan dan Pcngembangan Ekonomi Kreauf vang dilakukan 
dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensj, ketnampuan 
dan kemandirian pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan adalah asas 
perlindungan dan Pengembangan Ekonon-il Krcatif vang berupaya 
menjaga kescimbangan kemajuan ekonomi wilavah dalam 
kcsatuan ekonomi nasional. 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan asas kesatuan ekonomi nasional adalah 
asas Pengembangan Ekonomi Kreatif scbagai bagian dari 
pembangunan kesatuan ektmomi nasional. 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 



Pasal 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pelaku kreasi" adalah orang atau 
sekelompok orang vang bekerja mempertunjukkan kreativitasnva 
atau mclakukan proses 1creatif atau menghasilkan sumu kanta 
eipm, desain, atau invensi. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "pengelola kekavaan intelektual" adalah 
pihak vang melakukan komersialisasi kekavaan intelcktual vang 
dimiliki sendiri atau vang dimiliki pihak Iain berdasarkan 
perjanjian tertentu. Contoh pengelola kekavaan intclektual antara 
lain penerbit musik/film/gim. distributor musik/film/gim, 
bioskop. layanan pengaliran video (uideo strearnitg), rumah 
makan/ restoran/ kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, 
penge1ola portal daring (online), dan pengelola program daring. 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Avat 1 

Pengembangan riset di hidang Ekonomi Kreatif antara lain 
dilakukan terhadap produk, Pulaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, 
dan pasm. 

Avat 2 
Cukup jelas 

Avat 3 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "infrastruktur fisik" adalah ruang fisik 
dan/atau sarana fisik vang mendukung pclaksanaan sebagian 
dan/atau seluruh Ekosistern Ekonomi Kreatif, antara lain ruang 
pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "infrastruktur teknologi informasi dan 
komunikasi" adalah sarana beruna teknologi untuk menviankan, 
mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan 



dengan menvebarkan informasi, dan/atau menvimpan. Teknologi 
informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat 
keras, jaringan, dan lavanan vang mendukungriva, antara Iain 
jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat 
data. 

Pasal 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Yang dimaksud dengan "sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif 
berbasis kekavaan intelektual” adalah sistem pemasaran vang 
mengutamakan pemanfaatan kekavaan intelektual antara lain lisensi, 
waralaba, alih teknologi, jenama bersama (co-braridirtg), dan/atau 
pengalihan hak. 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Avat 1 

Cukup jelas 
Avat 2 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "insentif riskal" adalah dukungan 
fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, 
belanja, dan/atau pembiavaan. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan 'insentir nonfiskal" adalah 
pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi 
Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nontisik. 
Rentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan vang 
cepat, pcnvediaan lokasi lahan, pelavanan, dan pemberian 
bantuan teknis. 

Avat 3 
Cukup Jelas 

Avat 4 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup _jelas 

Pasal 26 
Avat 1 

Cukup jelas 
Avat 2 

Yang termasuk dalam "memfasilitasi", antara lain bantuan berupa 
kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses 
peneatatan atas hak eipta dan hak terkait serta pendaftaran hak 
kekavaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas 



Pasal 
Cukup jelas 

Pasal 32 
Cukup jelas 

Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Cukup jelas 

Pasal 41 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pola inti plasma" adalah hubungan 
kemitraan antara usaha keeil dengan usaha menengah atau usaha 
besar, Va ng didalamnva usaha menengah atau usaha besar 
bertindak sebagai inti, dan usaha kecil selaku plasma. Perusahmart 
inti melaksanakan Pembinaan mulai dari penyediaan sarana 
produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil 
produksi. 

Huruf 
Yang dimaksud dengan "pola sub kontrak" adalah hubungan 

kemitraan antara usaha keeil dengan usaha menengah atau usaha 
besar, yang dicialamnya usaha keeil memproduksi kornponen vang 
diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian 

dari produksinya. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan "pola waralaba" adalah hubungan 

kemitraan, vang didalamnva pemberi warataba memberikan hak 

penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi 
perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai 

bantuan bimbingan manajernen. 
Huruf 

Yang dimaksud dengan "pola perdagangan UMLim" adalah 
hubungan kernitraan antara usaha kecil dan usaha menengah 
atau usaha besar, vang didalarnnya usaha menengah atau usaha 

besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha keetl 

memasok kebutuhan vang diperlukan oleh usaha menengah atau 
usaha besar mitranva. 

Huruf 
Yang dimaksud dengan "pola distribusi dan keagenan" adalah 
hubungan kernitraan, vang didalarnnva usaha kccil diberi hak 

khusus tintuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah 

atau usaha besar mitranya. 



Huruf F 
Yang dimaksud dengan "pola bentuk-bentuk lain" ciapat herupa 
bagi hasil, kerijasama operasional, usaha patungan (joint uenture), 
pcnyurnberluaran (outsourcing) atau pola baru. 

l'asal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup_jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas 

Pa sal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas 

Pasal 48 
Cukup .jelas. 

TAMF3AHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 


